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Perlunya Perempuan Terjun ke Legislatif

ERDASARKAN Undang-undang

Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemi-

lu, disebutkan perlunya perwujudan

30% keterwakilan perempuan dalam
legislatif. Memang jumlah calon legislatif (ca-
leg) di setiap pemilu sudah memenuhi kuota
30% perempuan. Namun keterwakilan yang ja-
di (anggota legislatif) masih minim.

Situasi yang tak kondusif bagi perempuan
berkiprah di dunia politik di Indonesia sudah
diramalkan Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB). Sejak merdeka, Indonesia belum pernah
mencapai 30% representasi perempuan di legis-
latif. Pada pemilu terakhir (2014), jumlah
keterwakilan perempuan bahkan jeblok lagi di
angka 14% dibandingkan dengan Pemilu 2009
yang hampir 19%.

Mengapa keterwakilan perempuan dalam
legislatif masih sangat rendah? Hal ini antara
lain disebabkan partai politik masih belum ter-
lalu memperhatikan partisipasi perempuan
dalam pemilihan umum. Akibatnya, politikus
perempuan kerap ditempatkan di urutan
bawah daftar calon anggota legislatif.

Banyak Hal

Di samping itu, ternyata banyak hal yang juga
menyebabkan rendahnya representasi perem-
puan di parlemen selama ini. Agar kuota meni-
mal keterwakilan perempuan di parlemen men-
datang terpenuhi, maka harus diketahui kenda-
la-kendala tersebut. Adapun kendala-kendala
tersebut antara lain: (1) faktor ideologi: adanya
anggapan bahwa perempuan tidak cocok masuk
dunia politik; (2) faktor politik: perempuan
susah masuk dalam atmosfer klub patriarkal;”

Selain itu (3) faktor sosial: tingkat pen-
didikan perempuan yang lebih rendah, atau be-
ban domestik; (4) faktor ekonomi: tiadanya
sumber ekonomi untuk modal kampanye (data
seluruh dunia menunjukkan perempuan lebih
miskin daripada laki-laki); dan (5) faktor kul-
tural: yang mendahulukan laki-laki, meski ke-
dudukan perempuan sejajar dengan laki-laki.
Heran ketika kemudian DPRD melahirkan
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lebih dari 250 perda diskriminatif terhadap
perempuan Indonesia. Hal yang seharusnya
dapat dihindari jika keterwakilan perempuan
minimal 30%. Sebab, mereka harapan besar
bagi perubahan proses pembuatan législasi
yang berpihak pada kaum rentan itu.

Di antara berbagai kendala tersebut, faktor
yang paling membuat rendahnya daya saing
perempuan dalam pemilihan legislatif adalah
sikap partai politik yang masih menempatkan
perempuan caleg diurutan terakhir dalam pe-
milihan legislatif. Lalu, ada kebiasaan yang
belum diubah diinternal partai politik, yakni
sesama kader partai politik bersaing di satu da-
erah pemilihan yang mengakibatkan keduanya
saling berebut suara.

Di samping banyaknya kendala di lapangan,

dalam sistem politik juga masih setengah hati
mendukung perempuan. Sebagai contoh,
Pansus RUU Pemilu DPR cuma terdiri atas
empat perempuan sehingga mereka kalah
suara dengan anggota DPR laki-laki.

Dalam menghadapi berbagai kendala terse-
but; perempuan politikus harus meningkatkan
daya saing, termasuk merancang strategi un-
tuk menang dalam pemilu legislatif.

Strategi itu dapat dimulai dengan
menyiapkan basis data pemilih di
daerah pemilihan. Sesama perem-
puan politikus® juga perlu saling
mendukung memenangi pemilu.
Selain menyuarakan isu perem-
puan, mereka juga tetap perlu
mengusung isu-isu yang menjadi
perhatian masyarakat.

Kultur Partai

Mengingat kultur partai politik
masih sangat kental, maka perem-
puan yang terjun ke dunia politik
harus berani mengungkapkan dan
menyuarakan aspirasi untuk ber-

saing dengan politikus lain yang didominasi la-
ki-laki. Memang strategi ini tidak gampang di-
lakukan, karena pada umumnya perempuan
berbicara dengan hati dan perasaan. Namun,
perlu dicoba dan diusahakan untuk berani
mengungkapkan dan menyuarakan aspirasi.
Mengapa perempuan perlu terjun ke legis-
latif? Sesuai dengan hasil penelitian di negara-
negara di seluruh dunia, 30% keterwakilan
perempuan dalam legislatif adalah angka mini-
mal untuk dapat mengubah kebijakan hingga
lebih responsif terhadap kesejahteraan rakyat.
Di samping itu, masih banyak isu perempuan
di negeri ini yang harus diperjuangkan, mulai
dari isu kesehatan reproduksi perempuan, ke-
sehatan anak, dan lain-lain. Inilah pentingnya
perempuan terjun ke legislatif.
Mudah-mudahan dalam Pemilu 2019 keter-
wakilan perempuan dalam legislatif memenuhi
kuota. Untuk ifu diperlukan perencanaan yang
baik, sehingga dapat merebut kemenangan dan
duduk di kursi legislatif. Hanya dengan itu ha-
rapan besar bagi perubahan proses pembuatan

- legislasi yang berpihak pada kaum rentan itu

akan menjadi kenyataan. Q- ¢
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